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Abstract. The main problem in current politics is the inability of politicians, policy makers and leaders who 
should represent society to fulfill their expectations. This research aims to understand how Islamic values can 
be integrated into a democratic system and find ways to build moral politics based on these principles. Islam in 
the context of democracy. This research applies a qualitative approach using a literature study method, namely 
by searching for many references regarding "Building Politics with Morals: Integration of Islamic Values in a 
Democratic System" sourced from books and journals as well as triangulation validation techniques. The 
findings show that democracy is in the hands of the people and politics as policy makers and running the 
government. To integrate Islamic values in democracy, the concepts of equality, freedom of opinion, justice, 
deliberation and responsibility are applied. The role of Islamic political ethics in building moral politics is to 
make religion the basis of ethics, to form the ability to be critical and rational and to create leaders who are 
fair, wise, trustworthy and competent. 
 
Keywords : Integration, Islamic values, Democracy 
 
Abstrak. Masalah pokok dalam politik saat ini adalah ketidakmampuan politisi, pembuat kebijakan, dan 
pemimpin yang seharusnya mewakili masyarakat untuk memenuhi harapan mereka.Penelitian ini bertujuan  
memahami nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam system demokrasi dan mencari cara untuk membangun 
politik yang berakhlak berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks demokrasi. Penelitian ini menerapkan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mencari banyak referensi mengenai 
"Membangun Politik yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi" yang bersumber dari 
buku dan jurnal serta teknik validasi triangulasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa demokrasi berada di tangan 
rakyat dan politik sebagai pembuat kebijakan dan menjalankan pemerintahan. Untuk memadukan nilai-nilai Islam 
dalam demokrasi yaitu diterapkan konsep kesetaraan, kebebasan berpendapat, keadilan, musyawarah dan 
bertanggungjawab. Adapun peran etika politik Islam dalam membangun politik berakhlak yaitu menjadikan 
agama landasan etika, membentuk kemampuan bersikap kritis dan rasional dan menciptakan pemimpin yang adil, 
bijaksana, amanah serta berkompetensi. 
 
Kata kunci :Integrasi, nilai-nilai Islam, Demokrasi 
 

PENDAHULUAN 

Etika memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, termasuk dalam politik. Dalam 

dinamika politik modern yang sering kali terpengaruh oleh praktik yang melanggar norma dan 

etika, pentingnya prinsip-prinsip etika politik semakin meningkat. Fiqh, sebagai ilmu yang 

mempelajari hukum Islam, memiliki potensi besar untuk memberikan panduan etika dalam 

konteks politik. Dalam tradisi Islam, politik bukan hanya tentang perebutan dan penggunaan 

kekuasaan, tetapi juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika. Fiqh, sebagai 

bagian dari tradisi Islam, memberikan berbagai panduan etika politik yang relevan untuk politik 

modern.(Tanjung & Tanjung, 2023) Hubungan antara agama dan politik sangat unik, menarik, 

dan hampir lucu. Keduanya kadang dimulai dengan perseteruan dan diakhiri dengan 



   
Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi 

 
210          BIROKRASI - VOLUME 2, NO. 3, SEPTEMBER 2024 
 
 

keharmonisan. Sejarah telah mencatat dengan jelas bahwa tokoh, komunitas, dan institusi 

keagamaan dapat berperan sebagai penjaga moral masyarakat sekaligus sebagai pengkritik 

kekuasaan yang tajam.(M. Zaki, 2019) 

Islam sebagai agama dianggap memiliki konsep politik yang sangat jelas. Oleh karena 

itu, demokrasi yang diperkenalkan oleh Barat sebenarnya sudah diatur dalam ajaran 

Islam.(Solehuddin Harahap, 2022)  Dalam Islam, kepemimpinan bukan hanya tentang 

mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi juga tentang keseluruhan proses mencapai tujuan 

tersebut, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap syariat dan kehalalan cara yang 

digunakan. Kepemimpinan dalam Islam mengacu pada memimpin semua aspek kehidupan 

dengan panduan dari Al-Qur'an dan Hadits, menunjukkan bahwa perbedaan antara 

kepemimpinan aliran Barat dan Islam adalah dalam cara mengarahkan dan mempengaruhi 

orang lain untuk kebaikan sesuai dengan ridho Allah SWT.(Lailatul Mufidah, 2021) Ibnu 

Taimiyah menyatakan bahwa "agama Islam tidak dapat berdiri dan bertahan tanpa kekuasaan, 

dan kekuasaan tidak dapat bertahan lama tanpa dukungan agama". Hal ini menunjukkan bahwa 

agama tidak dapat dipisahkan dari politik, termasuk kekuasaan yang diperoleh melalui jabatan 

kepemimpinan.(Andiko, n.d.) 

Hal ini terlihat dari para elit politik atau relawan dari kedua kubu yang bersaing dengan 

menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi pemilih. Cara-cara yang banyak ditampilkan 

melalui media arus utama ini sangat mengkhawatirkan, karena dapat mengarah pada 

perpecahan bangsa atau setidaknya menyebabkan disintegrasi nasional. Jika dibiarkan terus-

menerus, kejadian semacam ini mungkin bisa terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam 

berdemokrasi untuk menentukan pilihan haruslah didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral 

sebagai fondasi utama. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berkeadaban 

yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung 

tinggi prinsip-prinsip etika dan moralitas. Etika dan moralitas merupakan sistem nilai yang 

dituangkan dalam hukum/norma, yang kemudian menjadi aturan untuk mengatur kehidupan 

manusia dalam berinteraksi sosial (Hermanto, 2019). 

Dari latar belakang permasalahan dipahami bahwa politik dan demokrasi serta 

perkembangannya tidak dapat lepas dari nilai-nilai dasar hukum Islam. Ka lrena l da lla lm hukum 

Isla lm terda lpa lt taltal nila li da ln etika l da lla lm mela lkuka ln pertumbuha ln da ln perkemba lnga ln ya lng 

dibutuhka ln da ln sesuali kondisi malsya lra lkalt. Maka dari itu peneliti akan berfokus pada 

"Membangun Politik yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi". 

Penelitian ini bertujuan  memahami nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam system 

demokrasi dan mencari cara untuk membangun politik yang berakhlak berdasarkan prinsip-
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prinsip Islam dalam konteks demokrasi. 

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, 

yaitu mengumpulkan berbagai referensi tentang "Membangun Politik yang Berakhlak: 

Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Demokrasi" yang berasal dari buku dan jurnal. 

Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan berbagai referensi tentang Etika Politik Islam 

untuk menyusun poin-poin utama dari setiap konsep yang disampaikan. Dalam validasi data, 

penulis menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari 

studi referensi dapat dikonfirmasi kebenarannya dengan memeriksa berbagai sumber data. 

Selanjutnya, data tersebut harus diverifikasi melalui minimal dua sumber yang kredibel dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep Politik dan Demokrasi 

Dalam bahasa Arab, politik disebut siyasah yang mencakup pengaturan, pengelolaan, 

pemerintahan, serta pembuatan kebijakan. Istilah ini menunjukkan bahwa tujuan siyasah 

adalah mengelola dan merancang kebijakan politis untuk mencapai tujuan tertentu. Diskusi 

tentang hal ini dalam konteks hukum Islam disebut fiqh siyasah.(Solehuddin Harahap, 2022). 

Secara esensial, politik merujuk pada perilaku manusia, termasuk kegiatan, aktivitas, dan sikap, 

yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mempertahankan struktur masyarakat dengan 

menggunakan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah inti dari politik, 

meskipun penting di dalamnya untuk menjalankan kebijakan dalam kehidupan 

masyarakat.(Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, 2021).  

Rahman berpendapat bahwa dalam Islam, ditegaskan pentingnya menyelesaikan 

masalah-masalah umat melalui musyawarah atau konstitusi yang saling menguntungkan. 

Musyawarah adalah bagian dari perintah Allah kepada umat Islam untuk mengatasi 

permasalahan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.(Riky Yudha Permana, 2020). 

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang menggabungkan "demos" (rakyat) dan 

"kratos" atau "cratein" (pemerintahan), yang artinya adalah pemerintahan yang dilakukan oleh, 

untuk, dan dari rakyat. Awalnya digunakan di Athena sekitar abad ke-5 M. Presiden AS ke-16, 

Abraham Lincoln, menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh 

rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Banyak orang dan negara mengakui demokrasi sebagai 

sistem nilai kemanusiaan yang menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi umat 
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manusia.(’Afifah, 2020). 

Demokrasi merupakan aspek dari sistem politik dan pemerintahan yang mengacu pada 

pemerintahan oleh rakyat, atau keyakinan bahwa dalam sebuah sistem pemerintahan negara, 

rakyat memiliki kapasitas untuk memimpin masyarakat. Konsep ini pertama kali muncul pada 

abad kelima sebelum masehi di Athena kuno, terutama di kalangan penduduk Athena.(Taufik 

& Abu, 2020). Dalam negara demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat tidak 

didasarkan pada kekuasaan semata, tetapi ditentukan oleh hukum yang menghormati hak asasi 

manusia (HAM).(Zainuddin, 2019) Demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan berasal dari 

rakyat. Dengan pemahaman ini, rakyat akan menciptakan aturan yang menguntungkan dan 

menjaga hak-hak mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peraturan bersama yang 

mendukung dan menjadi fondasi dalam tatanan negara untuk menjamin serta melindungi hak-

hak rakyat.(Noviati, 2016). 

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, prinsip musyawarah 

ditekankan sebagai dasar bagi Syura dalam Islam. Perbedaan mendasar antara Syura dalam 

Islam dan demokrasi Barat adalah bahwa Syura melibatkan partisipasi semua orang dalam 

pemerintahan dan mengacu pada Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad, sementara dalam 

demokrasi Barat, keputusan diambil oleh rakyat atau perwakilannya tanpa mengacu pada 

ajaran agama. Meskipun demikian, demokrasi yang berakar pada nilai-nilai agama tidak 

bertentangan dengan Islam karena Al-Quran memberikan dasar moral untuk membangun 

sistem demokrasi.(Atmaja et al., 2023). 

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa, kita melihat bahwa politik dalam konteks 

bahasa Arab dan Islam mengacu pada peraturan, pengelolaan, dan pembuatan kebijakan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dalam fiqh Siyasah juga juga membahas diskusi tentang politik 

dalam hukum Islam, dengan pentingnya musyawarah sebagai bagian dari penyelesaian umat. 

Sedangkan Demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, meskipun demokrasi 

tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, prinsip musyawarah diakui sebagai dasar 

Syura dalam Islam, yang membedakannya dari demokrasi Barat dalam cara pengambilan 

keputusan dan referensi ajaran agama. 

Nilali-nilali Islalm dallalm Demokralsi 

Demokra lsi a lda lla lh kebutuha ln za lma ln da ln menja ldi elemen utalma l ya lng membentuk 

ma lnusia l sala lt ini. Seba lga li a lnggota l ma lsya lralka lt, ma lnusia l memiliki ha lk-halk demokra lsi, teruta lmal 

ha lk untuk memilih, berpikir, berekspresi, mengelua lrka ln penda lpa lt, berkumpul, berorga lnisa lsi, 

mendalpa ltka ln pendidika ln, pekerja laln, keseta lra la ln, da ln kesempa lta ln ya lng sa lma l. Ra lkya lt 

memega lng kekua lsa la ln tertinggi, membua lt da ln menentuka ln keputusa ln serta l kebija lka ln da lla lm 
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penyelengga lrala ln nega lral da ln pemerinta lha ln, serta l menga lwa lsi pela lksa lna la ln kebija lka ln, ba lik 

seca lral la lngsung ma lupun mela llui lembalga l perwa lkila ln.(Fadli Syahdiyono, 2022) Pemerinta lhaln 

ya lng dipilih oleh ra lkya lt da ln bekerja l demi kepentinga ln ra lkya lt diwujudka ln mela llui pa lrta li politik 

seba lga li representa lsi a lktor kolektif. Pa lrtisipa lsi ma lsya lra lka lt menjaldi sa ltu-sa ltunya l ca lral untuk 

melegitima lsi keputusa ln mereka l. Seba lga li sekelompok ora lng yalng bekerja l bersa lma l, pa lrtali 

politik memfa lsilita lsi pembentuka ln visi bersa lma l tentalng kekua lsa laln a ltals na lma l ralkya lt.(Melati 

et al., 2023) 

Demokra lsi di Indonesia l tela lh berkembalng denga ln berba lga li dina lmika l, teruta lmal 

ta lnta lnga ln-ta lnta lnga ln ya lng diha lda lpi bela lka lnga ln ini. Ta lnta lnga ln uta lma l da lta lng da lri berba lgali 

kelompok sosia ll daln kea lga lma la ln ya lng menola lk konsep demokra lsi serta l kebija lkaln-kebija lka ln 

turuna lnnya l. Sementa lral itu, kelompok la lin seperti kelompok kiri ya lng tumbuh da llalm gera lka ln 

politik ra ldika ll (seperti kelompok Pa lrta li Ra lkya lt Demokra ltik da ln va lria lnnya l) jela ls mendukung 

demokra lsi da ln ha lk a lsa lsi ma lnusia l serta l tidalk mengguna lka ln pendeka lta ln a lga lmal.(Ulfiyyati Alifa 

et al., 2023) 

Da lla lm Isla lm, tida lk a lda l dikotomi a lnta lral alga lmal, nega lra l, hukum, demokra lsi, da ln politik. 

Berda lsa lrka ln penelitialn Muha lmma ld Ta lhir ALzha lri denga ln mengguna lkaln teori lingka lr 

konsentris, komponen-komponen a lga lma l, hukum, da ln nega lral ya lng diga lbungka ln a lka ln 

membentuk lingka lra ln konsentris, mencipta lka ln sua ltu kesa ltua ln ya lng era lt da ln sa lling 

berhubunga ln.(Zuharini, 2014) Isla lm da ln politik sa lling terka lit eralt, dima lna l Isla lm mema lnda lng 

politik seba lga li ca lral menjalga l uma lt. Ta lnpa l politik, ka lum Muslimin tida lk beba ls menja lla lnka ln 

sya lria lt, sementalral politik ta lnpa l Isla lm halnya l a lka ln mengeja lr kekua lsa la ln dunia lwi. Oleh ka lrena l 

itu, peneralpa ln nila li-nila li Isla lm da lla lm politik di Indonesia l diperlukaln seba lga li pa lndua ln da llalm 

dina lmikal perpolitika ln.(Lavan, 2021) Da lri konteks ma lsa lla lhnya l, da lpa lt dipa lha lmi balhwa l 

hubunga ln a lnta lra l politik da ln evolusi hukum Isla lm tida lk da lpalt dipisa lhka ln, ka lrena l hukum Islalm 

bertujua ln untuk membentuk sistem kehidupa ln ya lng sela llu berkemba lng sesua li denga ln 

kebutuha ln ma lsya lralka lt, ya lng secalral a lla lmi memerluka ln penyesua lia ln regula lsi ya lng sesua li 

dengaln kondisi sosia ll ya lng disebut politik.(Kurniati, 2013). Isla lm seba lga li pa lndua ln hidup 

ma lnusia l (minhalj all-halyalh) tentu menga lndung nila li-nila li penting da llalm kehidupa ln. Mengena li 

demokra lsi, a lda l bebera lpa l nila li ya lng perlu ditonjolka ln da llalm kehidupa ln bernega lral daln 

berdemokralsi, a lnta lra l la lin : 

1. ALl-Musa lwa lh, ya litu Sebua lh konsep keseta lrala ln di a lntalra l individu da lla lm ha ll ma lrta lba lt, 

dera lja lt, da ln posisi mereka l. Dalla lm Isla lm, tida lk a lda l perbeda la ln alnta lra l ma lnusia l 

berda lsa lrkaln stra lta l sosia ll, gender, a ltalu ra ls, mela linka ln keunggula ln seseoralng diukur da lri 

ketalkwa la lnnya l kepa lda l ALlla lh. 
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2. ALl-Hurriya lh, ya litu Ka llima lt tersebut merumuska ln ga lga lsaln ba lhwa l kebeba lsa ln a ltalu 

kemerdekala ln ma lnusia l halrus dida lsa lrka ln pa lda l perta lnggungja lwa lba ln mora ll da ln hukum, 

ba lik da llalm kehidupa ln dunia l ma lupun di a lkhiralt. Konsep ini meneka lnka ln pengha lrga laln 

terha lda lp nila li-nilali kema lnusia laln ya lng menga lkui ma lrta lba lt ma lnusia l sebalga li cipta laln 

ALlla lh ya lng dia lnugera lhi kebeba lsa ln untuk memilih. Setia lp individu memiliki ha lk untuk 

menentuka ln piliha lnnya l sendiri ta lnpa l intervensi da lri piha lk la lin. Dallalm konteks Isla lm, 

prinsip ini juga l dia lkui seba lga li kesepa lkaltaln untuk menga lkui ke-Tuha lnaln A Llla lh. 

3. ALl-Ukhuwwa lh, ya litu  mengga lmba lrka ln ide tenta lng persa ludalra la ln a lnta lr ma lnusia l 

berda lsa lrkaln keseta lrala ln merekal seba lga li cipta la ln A Llla lh ya lng bera lsa ll da lri ta lna lh ya lng 

sa lma l. 

4. ALl-A Lda lla lh, ya litu Konsep kea ldila ln ya lng berfokus pa lda l pemenuhaln ha lk-ha lk ma lnusia l 

ba lik seba lga li individu ma lupun seba lga li a lnggota l ma lsya lralka lt. 

5. ALl-Syura l, Musya lwa lralh ya litu Setialp alnggota l ma lsya lra lka lt memiliki ha lk untuk 

berpa lrtisipa lsi dallalm ha ll-ha ll publik ya lng berka lita ln denga ln kepentinga ln bersa lma l. 

6. ALl-Ma ls’Ulliya lh/responsibillity, ya litu Prinsip ta lnggung ja lwa lb ya lng ha lrus diemba ln oleh 

setia lp pemega lng kekua lsa la ln perlu dipalha lmi denga ln ba lik. Kekua lsa la ln merupalka ln sebua lh 

a lma lnalh ya lng ha lrus dija lga l denga ln ha lti-ha lti, buka ln sesua ltu ya lng ha lnya l dinikma lti. Ba lgi 

pa lra l pengua lsa l, alma lna lh ini memiliki dua l ma lknal: seba lga li a lma lna lt da lri ALllalh da ln seba lga li 

a lma lnalt da lri ralkya lt.(Rohman, 2019) 

Ja ldi penulis da lpa lt menyimpulka ln ba lhwa l, Demokra lsi a ldallalh kebutuha ln za lma ln ya lng 

menja ldi elemen uta lmal pembentuk ma lnusia l sala lt ini, memberika ln ha lk-halk seperti memilih, 

berpikir, da ln berpenda lpa lt. Ra lkya lt memega lng kekualsala ln tertinggi da lla lm nega lral daln 

pengalwa lsa ln kebija lka ln. Isla lm da ln politik sa lling terka lit, denga ln Isla lm sebalga li pa lndua ln hidup 

ya lng memerluka ln penera lpaln nila li-nila linya l dalla lm politik. Hukum Isla lm ya lng berkemba lng 

sesuali kebutuha ln ma lsya lralka lt memerluka ln penyesua lia ln regula lsi mela llui politik. Nila li-nilali 

Isla lm ya lng penting da llalm demokra lsi meliputi keseta lra la ln (a ll-Musalwa lh), kebeba lsa ln denga ln 

ta lnggung ja lwa lb (a ll-Hurriya lh), persa luda lra laln (all-Ukhuwwa lh), kealdila ln (a ll-ALda lla lh), 

musya lwa lralh (a ll-Syural), da ln ta lnggung ja lwalb (a ll-Ma ls’Ulliya lh), di ma lna l kekua lsa la ln a lda llalh 

a lma lna lh dalri ALlla lh daln ra lkya lt. Ini menega lska ln balhwa l Isla lm tida lk halnya l releva ln dalla lm ra lna lh 

spiritua ll, tetalpi juga l dalla lm dina lmikal politik ya lng menga ltur kehidupa ln ma lsya lralka lt. 

Peraln Etikal Politik Islalm dallalm Membalngun Politik yalng Beralkhlalk 

Etika l a lda lla lh disiplin ilmu ya lng mengeksplora lsi konsep keba lika ln da ln keburuka ln, 

dengaln mempertimba lngka ln tindalka ln ma lnusia l seja luh yalng da lpa lt dipa lha lmi oleh alka ll pikira ln. 

Secalra l lua ls, etika l merujuk pa lda l sub- bida lng filsa lfalt ya lng memba lha ls nila li-nila li da lla lm konteks 
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perila lku malnusia l, menentuka ln a lpa lka lh tinda lka ln itu tepa lt a lta lu tida lk, ba lik a ltalu buruk. Dengaln 

ka lta l la lin, etika l merupa lka ln ca lba lng filsa lfa lt mora ll ya lng memberika ln pa lndualn tenta lng ba lga limalna l 

seseora lng seha lrusnya l bertinda lk.(Sudarman, 2016). Etika l da ln mora ll memiliki pera ln penting 

da lla lm pemerinta lha ln, ka lrena l denga ln a lda lnya l etikal, pemerinta lha ln da lpalt berfungsi denga ln lebih 

optima ll. Pa lra l peja lba lt pemerinta lhaln memiliki kesa lda lra ln morall ya lng tinggi da lla lm 

mela lksa lna lka ln tuga ls da ln ta lnggung ja lwa lb mereka l, sehingga l nila li-nila li kejujura ln, kebena lra ln, 

da ln kea ldila ln da lpa lt terwujud.(Nurdin, 2017).  

Ma lrwa lh sualtu ba lngsa l salnga lt dipenga lruhi oleh etika l politik da lri palra l elit pengua lsal. 

Etika l tersebut memiliki pera ln penting da lla lm membentuk kema lmpua ln individu untuk bersika lp 

kritis da ln ralsiona ll, ka lrena l memba lntu mereka l mengemba lngka ln pemikira ln independen da ln 

bertinda lk seca lra l berta lnggung ja lwa lb. Ka ljia ln etika l politik cenderung lebih menda lla lm, a lbstra lk, 

da ln filosofis, sehingga l menja ldi seni kepemimpina ln da ln kekua lsala ln ya lng mengikuti hukum, 

peraltura ln ya lng berla lku, serta l nila li-nilali sosia ll, tra ldisi, da ln a lga lmal sebalga li sumber nila li yalng 

da lpalt meningka ltka ln malrta lbalt da ln kebera lda lba ln sua ltu ba lngsa l.(Ritaudin, 2014).  

Etika l Politik Isla lm memiliki ka lralkteristik ya lng berbeda l da lri etika l politik umum ka lrena l 

dida lsa lrka ln palda l wa lhyu Tuha ln da ln sunna lh Ra lsul ya lng dia lngga lp sa lkrall. Interpreta lsi deduktif 

da lri ALl-Qur’a ln da ln Sunna lh Ra lsul menja ldi sualtu ha ll ya lng pa lsti da lla lm konteks ini. Seba lliknya l, 

ketika l muncul rea llita ls sosia ll, legitima lsi terha lda lp rea llita ls tersebut halrus jela ls dallalm kera lngka l 

Etika l Politik Isla lm. Ini bera lrti balhwa l reallita ls yalng ba lik da lpa lt diberi justifika lsi jika l sesuali 

dengaln prinsip-prinsip ya lng terka lndung da lla lm na lsh-nalsh tersebut, meskipun ha lsil 

a lktuallisalsinya l mungkin tida lk sela llu mengikuti nila li-nila li indoktrina lsi. Oleh ka lrenal itu, 

epistemologi a lkhla lk da lla lm Etika l Politik Isla lm tida lk da lpa lt dipisalhka ln da lri metode-metode 

pemalha lma ln a lja lraln, teruta lmal da lla lm konteks penera lpa ln etika l politik, di ma lnal ha lmpir semua l 

metode penga lmbila ln keputusa ln da lla lm sya lria lt Isla lm da lpa lt diguna lka ln seca lra l 

proporsiona ll.(Dahlan, 2021).  

Meskipun ALl-Qura ln tida lk seca lra l jela ls memba lha ls evolusi sistem politik, kita lb tersebut 

meneka lnka ln pentingnya l dipercalya lka ln kekualsala ln politik kepa lda l individu ya lng berima ln daln 

berperila lku ba lik. Ini menunjukka ln ba lhwa l kekua lsala ln politik sa lnga lt terka lit denga ln ka lra lkteristik 

tersebut. Sela lin itu, politik juga l terhubung denga ln konteks geogra lfis da ln historis, 

mengga lmba lrkaln ba lhwa l politik a lda lla lh ba lgia ln integra ll da lri wa lrisaln buda lya l ma lnusia l da ln sa lnga lt 

terka lit denga ln la lta lr bela lka lng seja lra lhnya l. Politik merupa lka ln a lspek ya lng ta lk terpisa lhka ln da lri 

pemerinta lha ln, memerluka ln pemimpin ya lng diperca lya li oleh ma lsya lralka lt da ln bertuga ls untuk 

kepentinga ln mereka l. Politik meliba ltkaln sistem denga ln elemen-elemen ya lng sa lling terhubung 

da ln salling mendukung. Sela lin itu, politik menca lkup berba lga li kegia lta ln da lla lm sua ltu nega lra l 
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ya lng terka lit denga ln peneta lpa ln tujua ln daln straltegi untuk menca lpa linya l.(Askana Fikriana & M. 

Kahfi Rezki, 2023)  

Seca lra l umum, etika l politik ya lng diungka lpka ln da ln diba lngun oleh pa lral pemikir Muslim 

tersebut sa lnga ltla lh idea ll dalla lm kehidupa ln berpolitik, meskipun a lda l bebera lpa l pemikira ln ya lng 

jikal ditera lpka ln di Indonesia l nega lral demokra lsi, buka ln nega lral Isla lm tida lk bisa l dila lksa lna lkaln 

a lta lu membutuhka ln reinterpreta lsi ula lng. Na lmun, sya lra lt-sya lra lt ya lng dia ljuka ln oleh mereka l ba lgi 

seora lng pemimpin, misa llnya l, salnga lt sulit untuk diwujudka ln alta lu dimiliki oleh sa ltu individu. 

Oleh ka lrena l itu, penulis setuju denga ln pemikira ln a ll-Fa lra lbi ya lng memberika ln solusi alga lr 

kepemimpina ln dipega lng secalra l kolektif denga ln mempertimba lngka ln ka lpa lbilita ls ma lsing-

ma lsing.(In’amuzzahidin, 2016)  

Pa lral pemimpin politik Isla lm a lda lla lh ya lng perta lma l da lla lm nega lral Isla lm ya lng 

menega lkka ln semua l prinsip mora ll daln etika l. Mereka l menja ldi telalda ln ba lgi ma lsya lra lka lt dallalm 

sega lla l ha ll, mula li da lri pemikira ln hingga l tinda lka ln. Ha ll ini merupa lka ln fokus uta lma l ya lng 

disa lmpa likaln oleh pa lra l ula lma l Isla lm tenta lng kepemimpina ln Isla lm, seperti ya lng dijela lska ln oleh 

a ll-Malwa lrdi, Ibn Ja lma la lh, Ibn A Lbi a ll-Ralbi', Ibn Ta limiyya lh, da ln ula lma l la linnya l. Da lri sa lnal, 

mereka l mendorong progra lm morall da ln etika l ke da llalm ma lsya lra lka lt. Mela llui sistem politik 

Isla lm, mereka l da lpa lt membersihka ln pemimpin dalri perilalku buruk seperti korupsi, politik ua lng, 

ska lnda ll seks, penya llalhguna laln keperca lya la ln, penipua ln, da ln penyelewenga ln da lna l publik. Ini 

memba lwa l berka lh besalr ba lgi ra lkya lt, ka lrena l merekal dalpa lt memba lngun denga ln balik ta lnpa l 

a lda lnya l penyalla lhguna la ln. Oleh ka lrena l itu, dikalta lkaln balhwa l ma lsya lralka lt ya lng bersih da ln 

beretika l a lka ln muncul jika l pemimpin mereka l juga l bersih da ln beretika l. Nalmun, pemimpin ya lng 

tidalk beretika l halnya l a lka ln mencipta lka ln ma lsya lralka lt denga ln pemikira ln da ln perila lku ya lng 

rusa lk.(Shukeri Mohamad, 2017) Ka lrena l pa lda l da lsa lrnya l, tida lk memenuhi ja lnji ka lmpalnye a lkaln 

menimbulka ln ma lsa llalh ba lik seca lral filosofis, hukum, ma lupun sosia ll.(Sholeh, 2021) Nega lra l juga l 

hendalknya l menga lda lka ln pendidika ln politik kepa lda l ca llon pemimpin seba lga li ilmu berkela lnjutaln 

untuk mengemba lngka ln pema lha lma ln ya lng menda lla lm tenta lng sistem politik, nila li-nila li 

demokra lsi, pa lrtisipa lsi wa lrgal nega lral, da ln kesa lda lra ln politik.(Rahmayanti et al., 2024). Seora lng 

pemimpin a ltalu politisi ya lng memega lng kekualsa la ln da lla lm sua ltu nega lra l ha lrus memiliki lima l 

prinsip etika l politik Islalm. Prinsip-prinsip tersebut a lda llalh : 

1. ALga lma l seba lga li da lsa lr etika l kepemimpina ln 

Da lpa lt dimengerti ba lhwa l menurutnya l, alga lma l ia llalh elemen ya lng ma lmpu melindungi 

ma lnusia l da lri tinda lka ln a lta lu nia lt yalng menyimpa lng. Sela lin itu, menja lga l a lga lmal (hifzu all-dîn) 

a lda lla lh sa lla lh sa ltu ta lnggung ja lwalb utalma l seora lng pemimpin. Ka lrena l itu, Seora lng pemimpin 

dipilih untuk menega lkka ln perinta lh-perinta lh, prinsip-prinsip, da ln hukum-hukum Ila lhi. 
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Kebijalka ln politik ya lng dia lmbil oleh pemimpin nega lra l a ltalu peja lba lt publik la linnya l ha lrus 

berdalsa lrka ln a ljalraln ALlla lh SWT. Denga ln ka ltal la lin, etika l kebija lka ln ya lng dija lla lnka ln oleh 

pemimpin a ltalu peja lba lt publik ha lrus bera lsa ll dalri ta luhid. Da lri ta luhid ini, a lka ln muncul keta la ltaln 

da ln ketalkwa la ln ya lng pa lda l a lkhirnya l menghalsilka ln ra lsa l ta lkut kepalda l A Lllalh, sehingga l kebija lka ln 

politik ya lng dila lksa lnalka ln tida lk semenal-mena l daln memberika ln ma lnfala lt ya lng sesua li balgi 

ma lsya lralka lt umum. 

2. ALmalna lt da lla lm berkua lsa l 

Ibnu Ta limiya lh juga l mengula ls prinsip a lma lna lt ya lng berla lnda lska ln a lga lma l dalla lm 

ka lryalnya l ya lng terkena ll, “all-Siyâsa lh all-Syalr’iyyalh”. Da lla lm kalrya l tersebut, dia l menga litkaln 

pembalha lsa ln mengena li "Menuna likaln ALma lnalt" (ALdâ’u all-ALmânâh) denga ln QS. a ll-Nisa l (4) a lyalt 

58. Menurut Ibnu Ta limiya lh, da lla lm menuna likaln alma lnalt, terda lpalt dua l alspek krusia ll: pertalmal, 

ya lng berhubunga ln denga ln jalba lta ln da ln proses penunjuka lnnya l (all-wa llâyât), da ln kedua l, ya lng 

berkalita ln denga ln perbenda lhalra la ln altalu keka lya laln (all-almwâl). 

3. Bijalksa lna l da ln a ldil da lla lm penera lpa ln hukum 

Da lpa lt dipa lha lmi balhwa l Isla lm sa lnga lt meneka lnkaln pentingnya l a lkhla lk ya lng luhur da llalm 

setia lp individu. A Lkhlalk luhur ya lng halrus dimiliki oleh seora lng pemimpin a lta lu peja lba lt politik 

terma lsuk kebija lksa lna la ln da ln kea ldila ln. Kebija lksa lna la ln seora lng pemimpin da lpa lt meningka ltkaln 

kredibilita lsnya l, sehingga l ora lng-oralng a lka ln menghorma ltinya l. Sela lin itu, kea ldilaln ya lng 

ditera lpka ln oleh seora lng pemimpin a lka ln menciptalka ln kea lma lna ln da ln kepercalya la ln ma lsya lralka lt. 

Oleh ka lrena l itu, pemimpin da ln peja lba lt politik ya lng memiliki etika l politik ya lng a ldil da ln 

bija lksa lna l sa lnga lt penting untuk mencipta lka ln nega lral ya lng sta lbil da ln berkemba lng sesuali denga ln 

nila li-nila li Isla lm. 

4. Kompeten da ln pinta lr da lla lm bida lngnya l 

Ibnu Kha lldun menya lralnka ln empa lt prinsip ba lgi individu ya lng menduduki ja lba lta ln 

penting: kecerda lsa ln, kealdila ln, kompetensi, serta l keseha lta ln fisik da ln menta ll. Kutipa ln tersebut 

mera lngkum pa lnda lnga ln sebelumnya l balhwa l di sa lmping halrus seha lt seca lra l fisik da ln menta ll, 

seora lng pemimpin da ln peja lba lt politik juga l perlu memiliki kecerda lsa ln intelektua ll da ln 

pengeta lhua ln yalng menda lla lm, serta l kea lhlia ln dalla lm bida lngnya l. Denga ln demikia ln, mereka l 

da lpalt bekerjal seca lral optimall, sehingga l dallalm penga lmbila ln keputusa ln daln pela lksa lna la ln tuga ls 

serta l ta lnggung ja lwa lb mereka l bisa l memba lwal ma lnfa la lt terha ldalp ma lsya lralka lt lua ls. 

5. Musya lwa lralh 

Da llalm konteks politik Isla lm, musya lwa lralh dia lngga lp seba lga li sua ltu kewa ljibaln ya lng 

dida lsa lrka ln palda l perinta lh A Lllalh kepa lda l Ra lsul-Nya l untuk mela lkuka ln musya lwa lralh, ya lng 

tentunya l lebih diteka lnka ln la lgi ba lgi pa lra l pengikut Ra lsul. Ka lrena l itu, alpa lbila l seora lng pemimpin 
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bersikalp otoriter da ln feoda ll, ma lka l pengikut a lta lupun ra lkya ltnya l mungkin a lka ln menja luh da lrinya l. 

Jela ls ba lhwa l konsep musya lwa lralh da lla lm Isla lm bertujua ln untuk meminima llisir 

perselisiha ln.(Syariah & Ilmu, n.d.) 

Ja ldi penulis da lpa lt menyimpulka ln ba lhwa l, Etika l da ln mora ll mema linka ln pera ln penting 

da lla lm pemerinta lha ln yalng optima ll, di ma lna l pa lral pejalba lt bertinda lk denga ln kejujura ln, 

kebena lra ln, da ln kealdila ln. A Ll-Qura ln meneka lnka ln pentingnya l kekualsa la ln politik diperca lya lka ln 

kepalda l individu ya lng berima ln da ln berperila lku ba lik, mencerminkaln hubunga ln era lt a lnta lra l 

politik denga ln konteks historis da ln buda lya l. Meskipun pemikiraln etika l politik da lri palral pemikir 

Muslim idea ll, penera lpa lnnya l di nega lral demokra lsi seperti Indonesia l bisa l mena lnta lng da ln 

memerluka ln reinterpreta lsi. Solusi a ll-Falralbi mengena li kepemimpina ln kolektif berda lsa lrkaln 

ka lpalbilita ls individu dia lngga lp rea llistis. Pemimpin politik Isla lm ya lng etis menjaldi tela ldaln ba lgi 

ma lsya lralka lt, menghinda lri perila lku buruk da ln korupsi, sehingga l mencipta lka ln ma lsya lra lka lt ya lng 

bersih da ln beretika l. Seba lliknya l, pemimpin ya lng tida lk beretika l a lka ln merusa lk ma lsya lra lka lt. 

 

KESIMPULALN  DAN SARAN 

Da llalm memba lngun politik ya lng beralkhla lk denga ln  Integra lsi nila li-nila li Isla lm da lla lm 

sistem Demokra lsi tentunya l kita l halrus mengeta lhui pengertia ln da lri politik da ln demokra lsi. 

Politik a lda lla lh pera lturaln da ln pembua lta ln kebija lka ln untuk menca lpa li tujua ln tertentu. Seda lngka ln 

demokra lsi a lda lla lh  a lspek da lri pemerinta lha ln di ma lna l ra lkya lt ya lng berpera ln penting ka lrena l 

kekualsa la ln pemerinta lh oleh ra lkya lt da ln untuk ra lkya lt. Untuk mema lduka ln Nila li-nila li Islalm 

da lla lm Demokra lsi da lpa lt dila lkuka ln denga ln menera lpka ln nila li-nila li Isla lm ya lng berkalita ln denga ln 

demokra lsi, ya litu: keseta lra la ln posisi da ln ma lrta lbalt a lnta lra l individu, memberi kebeba lsa ln kepa lda l 

individu denga ln teta lp a lda lnya l pertalnggungja lwa lba ln, menjallin sila lturalhmi untuk memperkua lt 

persa luda lra ln sesa lma l ma lnusia l, memutuska ln sega lla l sesualtu denga ln a ldil ta lnpa l beralt sebela lh, 

memberika ln kesempa lta ln setia lp individu untuk ikut berpenda lpalt seba lga li a lnggota l ma lsya lralka lt, 

da ln a lma lna lh da llalm menja lla lnka ln tuga ls ya lng diberika ln da ln bertalnggungja lwa lb alta ls sega llal 

tinda lka ln. Dengaln ditera lpka lnnya l nila li-nila li Isla lm da lla lm demokralsi a lka ln membentuk sistem 

kehidupa ln ya lng berkemba lng serta l menja ldi pa lndua ln da lla lm dina lmika l perpolitika ln. Etika l politik 

sa lnga lt berpera ln penting da lla lm pemerinta lhaln a ltalupun politik, ALda lpun pera ln Etika l Politik Isla lm 

da lla lm memba lngun politik ya lng bera lkhla lk, ya litu a lga lma l dijaldikaln pa ltoka ln etika l seoralng 

pemimpin, da lla lm memimpin ma lsya lralka lt ha lrus memega lng prinsip a lma lna lt, pemimpin ha lrus 

a lhli dallalm bida lng tersebut serta l pa lnda li da lla lm membua lt kebija lka ln, da ln musya lwa lra lh dija ldika ln 

sebua lh kehalrusa ln seba lga li ta lndal balhwal alda lnya l keterbuka la ln da ln kebeba lsa ln pa lrtisipa lsi 

ma lsya lralka lt da lla lm menya lmpalikaln penda lpa lt.  Pera ln Etika l Politik Isla lm da lla lm politik tentunya l 
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jikal terwujud denga ln bena lr suda lh pa lsti a lka ln memba lngun politik ya lng bera lkhla lk da lla lm sebualh 

negalral.  
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